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Tahun 12021

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai Pembagian
Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal. Pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa
Balimbing masih banyak melaksanakannya secara hukum adat dan
mengesampingkan hukum Islam. Pembagian harta waris selalu dengan jalan
musyawarah (hukum adat sumando) dimana pembagian harta waris lebih condong
ke anak perempuan yaitu hak mereka dalam harta waris lebih banyak di banding
anak laki-laki, sehingga ada pihak-pihak yang merasa kurang adil dalam
kewarisan dengan cara adat. Dalam permasalahan ini peneliti ingin mengetahui
bagaimana pembagian harta waris di desa Balimbing dan apakah sesuai dengan
hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian field research yang
bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer
dan sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi. Penelitian data primer yang
diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer peneliti diperoleh dengan hasil
wawancara dengan masyarakat desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal. Bahan hukum primer adalah Al-Quran dan hadis. Bahan hukum
sekunder peneliti adalah kamus terjemahan kitab. Bahan hukum tersier berupa kamus
hukum, KBBI, dan ensiklopedia. Selanjutnya tekhnik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang ada diolah dengan
tekhnik identifikasi dan klarifikasi, kemudian data dianalisis untuk memperoleh
kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini adalah, pertama pembagian harta waris dengan hukum
adat. kedua cara pembagian harta waris (1) pada umumnya perempuan lebih banyak
bagiannya daripada laki-laki, (2) beberapa masyarakat membuat bagian anak laki-
laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, (3) dan sebagian kecil masyarakat
menerapkan pembagian harta waris secara hukum islam. ketiga pembagian harta
waris sesuai hukum Islam, yaitu keadilan, tidak ada perselisihan dan terciptanya
harmoni antara ahli waris.

Kata kunci: Pembagian, waris, adat.
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Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar
Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani,
madinatul ‘ilmi, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya.
Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa
Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal” Ditulis untuk melengkapi
tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Iimu
Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat
jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai
pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr.
Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap,

M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
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. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Iimu
Hukum [AIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asha, MA., Wakil Dekan
Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad
Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

. Bapak Adi Syaputra, M.HI Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas
Syariah dan lImuHukum IAIN Padangsidimpuan.

. Bapak Drs. H Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing | dan Bapak
Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku pembimbing Il yang membimbing penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.

. Bapak Prof. Dr. H. lbrahim Siregar, MCL., selaku Dosen Penasehat Akademik.

. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan IImu Hukum yang telah mendidik dan
memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah
menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Alm. Adninsyah Rangkuti dan Ibunda
Mas Dagor Harahap yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril
dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak
dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan
mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada abang dan kakak saya (Niswan
Rangkuti, Nova Ariyanti Pandingan, Suci Arafah Rangkuti dan Hasynida Rangkuti)

karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewah bagi penulis.
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9. Para sahabat The pARAMEX yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama
ini telah banyak membantu, menemani, dan memberikan motivasi sampai dengan
skripsi ini selesai. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat dan
semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.

10.  Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah Dan llmu Hukum
angkatan 2016 khususnya rekan-rekan Ahwal Al Syakhshiyyah yang selama ini telah
berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

11. Kepada Abanganda, Ayunda, Adinda, Keluarga besar penulis di lingkup (HMI)
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidimpuan, Terkhusus kawan-kawan
pengurus HMI Komisariat Lafran Pane.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal
hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan balasan yang berlipat gar
kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini
jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir
kata penulis berharap semoga skrirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya

bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Agustus 2021
Penulis,

Adiansyah Rangkuti



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dans ebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

dan transliterasinya dengan huruf latin:

I_Al\li;léf NaTZE:]J ruf Huruf Latin Nama
\ Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
< Ba B Be
- Ta T Te
& sa $ Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha(dengan titik di
c ha h bawah)
¢ Kha H Kadan ha
3 Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
J Zai Z Zet
> Sin S Es
o Syin Sy Esdanya
Es (dengan titik di
= sad 3 bawah)
: De (dengan titik di
o= dad d ( ba%vah)
Te (dengan titik di
= ta t bawah)
1 2 . Zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
A Qaf Q Ki
< Kaf K Ka
J Lam L El




2 Mim M Em

o Nun N En

E) Wau W We

o Ha H Ha

e Hamzah Apostrof
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ Fathah A A
-_— Kasrah | |
3 Dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf Nama Gabungan Nama
..... & Fathahdanya Al a dani
KR Fathahdanwau Au adanu

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dant anda.

HarkatdanHuru HurufdanTand
£ Nama a Nama
. Fathahdanalifatauy _ a .
Seveed) e 3 a dangarisata
S
- Idangaris di
Sy Kasrahdanya i bawah

Vi




u dan garis

... Dommahdanwau di atas

=1

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamar butah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommabh, transliterasinyaadalah /t/.

b. Tamarbutahmati, yaitu Tamar butah yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah /h/.
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka tamar butah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: J namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
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yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupaalif.
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim,maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan
dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga.Penggunaan huruf capital sepert iapa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang
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ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
capital tidak dipergunakan.

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah sebagai sistem kehidupan. Agama ini merupakan
sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam
aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di
akhirat.

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah
tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta
seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti
keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian
hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara
detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun

perempuan telah di tentukan dalam QS. Al-Nisa/4: 7.

'Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2011), him. 17.
*Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, (tt:permata press;tt), hIm.53.
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Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.s An-Nisa Ayat 7).

Di dalam Al-Qur’an juga di jelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki
lebih banyak daripada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali
bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-

Nisa/4:11.

S S T I AR S S PP SR
do

D) LS Lede o b

Artinya : Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih



dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika
anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s An-Nisa
Ayat 11).

Ayat di atas secara jelas menunjukkan perintah Allah swt. Agar umat
Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum
yang ada dalam Al-Quran.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan
hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, Karena
ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan
Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata,
sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
183 bahwa: “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan
sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa
hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spritual
maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa

adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

%Ibid. him. 57.



Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku
dalam masyarakat itu tersendiri.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku
bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh
sistem garis keterunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem
suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.*

Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan
masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai
corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk
kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental
atau bilateral.’

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi
salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada
dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di
masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-
pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan
yang begitu lengkap tentang masalah waris.

Di Indonesia ada bermacam-macam atau beragam adat, budaya serta
latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam
hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung pada sifat
kedaerahan. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula

jumlah hukum waris adat yang ada. Pada masyarakat di Kabupaten

*Soeryono Soekanto. Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat. (Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1996). Him. 7.
*Hilman Hadikusuma. Pengantar Hukum Adat. (Mundur Maju, Bandung, 1992). HIm. 12.



mandailing Natal khususnya yang berada di Desa Balimbing Kecamatan
Natal, dalam pembagian harta warisan, sebagian besar masyarakatnya
menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan sistem adat.

Hukum Kkewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan
memuat garis Kketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan,
tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta
warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemelikannya dari pewaris. Hukum
kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan
dari satu generasi kepada keturunannya.®

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip
garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang
mungkin saja bersifat patrilineal ataupun matrilineal.’ Prinsip-prinsip garis
keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun
bagian harta peninggalan yang diwariskan ke ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Balimbing
masih  banyak melaksanakannya secara adat (hukum adat) dan
mengesampingkan hukum Islam. Dalam hal membagi harta waris selalu
dengan jalan musyawarah (hukum adat sumando) yang dimana adat ini dalam
hal pembagian harta waris lebih condong ke anak perempuan yaitu hak
mereka dalam harta warisan lebih banyak bagian yang mereka dapatkan di

banding anak laki-laki.

®Hilman, Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), him.

’Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), him. 259.



Dalam masalah kasus pembagian warisan di Desa Balimbing yang
mana mengutamakan ahli waris anak perempuan dan ahli waris anak laki-laki
hanya sedikit mendapatkan bagian harta warisan tersebut, sehingga
menimbulkan ada pihak-pihak yang merasa kurang adil dalam kewarisan
dengan cara adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti
penelitian ini lebih lanjut, kenapa pembagian harta waris di Desa Balimbing
untuk perempuan mendapatkan lebih banyak dibandingkan laki-laki,
bagaimana jika ditinjau menurut hukum adat Mandailing dan hukum waris
Islam. Maka dengan itu peneliti tertarik mengangkat judul sistem pembagian
harta waris masyarakat muslim Desa Balimbing, Kecamatan Natal,

Kabupaten Mandailing Natal.

. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas,
maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pembagian harta warisan di Desa Balimbing Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah pembagian waris masyarakat muslim di Desa Balimbing
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hukum

Islam?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan masyarakat muslim di Desa
Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

2. Untuk mengetahui pembagian warisan masyarakat muslim di Desa
Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan
hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
menambah wawasan keilmuwan pembaca, serta menjadi bahan masukan
untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas
permasalahan yang sama.

2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat
terhadap pelaksanaan pembagian harta waris.

3. Penelitian ini layak dan perlu dilaksanakan supaya dapat bermanfaat
sebagai bahan wacana bagi semua pihak apalagi yang berkepentingan
dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum
kewarisan dalam Islam.

4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat

mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah



Fakultas Syariah dan Illmu Hukum Institut Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan.
E. Batasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai
dalam S ini, marpsika dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Warisan adalah istilah menurut bahasa Indonesia yang mengandung arti
harta peninggalan, pusaka, surat-surat wasiat.

2. Ahli Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan lantaran
mempunyai hubungan sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya
ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), hubungan hak perwalian
dengan si muwaris.

3. Muwaris adalah orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun
mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh
keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia sesungguhnya
belum mati sejati.

F. Kajian Terdahulu
Sebagaimana yang disebutkan pada permasalahan di atas bahwa
peneliti menitik beratkan pada Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim

Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan

salah satu hal yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan

dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Desti Herlia, program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah di Institut Agama

Islam Negeri Metro Lampung tahun 2019 dengan judul “Pembagian Harta



Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muaris Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi
tentang Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum
Muaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam, yang dimana
pelaksanaan hukum waris Islam pada dasarnya cukup di mengerti,
sebagian masyarakat Desa Pampangan walaupun hanya secara umum saja,
namun sebagian masyarakat Desa Pampangan tidak menggunakan hukum
kewarisan Islam dikarnakan mereka beranggapan lebih mudah dengan
mengunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka
dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan).
Oleh karna itu, kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor,
adanya tidak patuhannya masyarakat tehadap hukum waris Islam
dikarnakan faktor adat kebiasaan yang telah turun temurun sejak dulu.

. Mustari Haris, program studi Peradilan Agama di Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul “Sistem Pembagian Harta
Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan
Galesong Kabupaten Takalar”. Dalam penelitian tersebut diperoleh
informasi tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat
Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar yang
dimana pelaksanaan Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada
Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten
Takalar, disana masih berpegang teguh pada hukum adat yang secara turun

temurun dari nenek moyangnya, menggunakan sistem hukum adat. Untuk
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harta berupa rumah beserta isinya, mutlak jatuh kepada anak bungsu
perempuan.

3. Ubaidillahi Asruri, program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli
Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten
Pekalongan”. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan
Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang
Kabupaten Pekalongan yang dimana dalam Praktek pembagian harta waris
yang dilakukan masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang
belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris
secara islam dan dari pihak KUA setempat belum ada partisipasi dalam
mensosialisasikan hukum waris islam. Namun, pembagian harta waris
menggunakan 1:2 (laki-laki satu dan perempuan dua). Untuk
meminimalisir terjadinya sengeketa antara sesama ahli waris, belum
mengerti hukum islam. Dikalangan masyarakat setempat dalam pembagian
harta waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang sudah
kebiasaan (urf) dalam pembagian waris dan dijalankan berturut-turut sejak
zaman dahulu atau sudah turun temurun.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini,

adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu



11

dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika
penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab | adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah,
Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan
Sistematika Pembahasan.

Bab Il adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari
kerangka teori, yaitu Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Syarat dan
Rukun Waris, Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, Sebab-sebab Mewarisi,
Halangan Untuk Menerima Warisan, Kewarisan Islam Menurut Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Kewarisan Dalam Hukum Adat.

Bab 11l adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian,
Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode
Pengumpulan Data.

BAB IV adalah pembahasan dan analisa data yang terdiri dari
Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing, Kecamatan
Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan

penutup.



BAB Il
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Waris

Kata waris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal
yaitu mirats artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya
sesuatu dari seseorang kepada orang lain,® bisa juga diartikan sebagai harta
peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya. Warisan
juga disebut dengan harta peninggalan (tirkah) yang berarti sesuatu yang
ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak
kebendaan. ® Tirkah bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi
menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.™
Mawaris juga disebut faraidl, bentuk jamak dari kata faridlah, kata ini berasal
dari kata faradla yang artinya ketentuan, atau menentuakan.**

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai
perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli
warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya
Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal

apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban

¥Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan
Konteks, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 12.

%Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan
Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 47.

Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), him. 1.

! Ahmad Rafig, Figih Mawaris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 2

12
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tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meningal dunia akan beralih

kepada orang lain yang masih hidup.*?

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harata peninggalan tirkah pewaris, menentuakan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk
menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti Figh Mawaris dan ilmu
Faraidh.

Istilah mawaris dalam konteks figih mawaris ada lima macam,*® yaitu:
1. Warist, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima

warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan
kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu.
Dalam figih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan dzawu al-
arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena
hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum
memerdekakan hamba sahaya.

2. Muwarrits, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu
oatang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara
taqdiry (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang
yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya.

setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tententu

2|pid., him. 4.
L31bid., him. 4-5.



14

hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui
keputusan hakim.

3. Al-Irts, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah
diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah),
pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

4. Waratsah, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini
berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa
dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia
sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan
utang, dan pelaksanaan Wasiyat yang dilakukan oleh orang yang
meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan
bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak
menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya
perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-
ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan
syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.**

B. Dasar Hukum Waris
Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci
dalam Al-Qur’an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris

sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam

“Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 4.
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menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu
sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan
tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak
ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan
dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-
Qur’an maupun Hadis tersebut dengan baik.

1. Al-Qur’an

_ ~ gy - }/:ﬁ’i/ //9,4 //: < w _ /ww
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Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.s
An-Nisa Ayat 7)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan
perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus
merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum
yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan
mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang
berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang
berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima

warisan sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.
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Artinya: Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi
oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s
An-Nisa ayat 11)

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh
ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan
mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian

perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan,
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seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian
baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris
meskipun bagiannya berbeda, Bagian yang berhak diterima ahli waris
sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.*®
2. Hadits
Rasulullah Saw. bersabda dalam hadist Bukhori nomor 6238 dan
6243 yang mengatur tentang kewarisan.

Hadits Nomor 6238
Qa1 Gl i anl de owia B RS Ciny AL 2l () Al 838
S8 RS MY 5ed G b Ll it ol 1l iy adle 0 e i 5L 06

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada
kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas mengatakan,
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah
bagian fara’idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang
berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling
dekat (nasabnya)."*°

Hadits Nomor 6243

2
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Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan
kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab

*Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan
Hukum Positif di Indonesia, him. 16.
'°Kitab 9 Imam Hadist, No. 6238.
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dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan; Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam menetapkan tentang janin wanita
dari Bani lahyan yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran
diyat dengan satu budak atau budak perempuan), kemudian
wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah
meninggal,maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam
memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan
suaminya, sedang diyatnya bagi ‘ashobahnya.*’

C. Syarat Dan Rukun Mawaris
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.

Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun

rukun pembagian warisan ada tiga,® yaitu:

1. Al-Muwarritd, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang
yang mewariskan hartanya. syaratnya, al-muwarrits benar-benar telah
meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum)
atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan, yaitu:

a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus
melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal duniah.

b. mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan
melalui keputusan hukim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa
terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-
mafqud) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah
dilakukan uapaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang
tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim,
maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu

mengikat.

Kitab 9 Imam Hadist, No. 624.
'8 Ahmad Rafig, Op.Cit., him. 28-29
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c. Mati Taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang
meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang
kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat
mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak
diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang
tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah
meninggal.

2. Al-Warits atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan
mempunyai hubungankkrabatan baik karena hubungan darah, hubungan
sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba
sahay. syaratnya, pada saat meninggal al-muwarrits, ahli waris benar-
benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi
yang masih berada dalam kandungan (al-haml). Meskipun masih berupa
janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara
lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk
itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit
(batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini
dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan
dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al-
muwarrits dan al-warits tidak ada halangan untuk saling mewarisi
(mawani’ al-irts).

3. Al-Mauruts atau Al-mirats, yaitu harta peninggalan si mati setelah

dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan
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wasiat. persoalannya adalah, bagaimana jika si mati meninggalkan uatang
yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris
bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara
proposional.
D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
1. Asas ljbari

Asas ljbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya
berlaku dengan sendirinya menurut ketetepan Allah tanpa digantungkan
kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga
tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.™

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan
beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini
berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah
pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak
kerabat garis kerurunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan
sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang
untuk mewarisi atau diwarisi.” Seperti dalam surat An-Nissa’ ayat 7 dan
11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat
warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima
warisan dari kedua orang tuanya sebagaiman yang didapatkan oleh anak

laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua

*Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Op.Cit., him. 23.
“|bid., him. 24.
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bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-
laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak
menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.?
3. Asas Individual
Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-
masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam
pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya
tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan
harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut
dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut
kadarnya masing-masing.?
4. Asas Keadilan Berimbang
Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartiakan sebagi
keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang
diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan
pun berhak mengdapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.
Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak
dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus
ditunaikan. Dalam system kewarisan Islam, harta peningalan yang diterima
oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung

jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang

21 bid., him. 25.
21bid., him. 28.
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didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan
tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.”®
5. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga
Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan
berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja
tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke
bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama
tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.
6. Asas persamaan hak
Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan
warisan antar laki- laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil
dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk
mendapat warisan.
E. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Penyebabnya
Apabila dicermati ahli waris ada dua macam :
1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hbungan kekeluargaannya
timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu
sebab tertentu, yaitu :
a. Perkawinan yang sah
b. Memerdekakan hamba sahaya al/ wala" atau krena adanya perjanjian

tolong menolong.

Zbid., him. 29.
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Jumlah keseluruhan ahli waris baik nasabiyah maupun salabiyah terdiri dari 25
orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Yang termasuk ahli waris
nasabiyah yang laki-laki berjumlah 13, yaitu :

1. Anak laki-laki al-ibn.

2. Cucu laki-laki garis laki-laki ibn al-ibn dan seterusnya kebawabh.

w

Bapak al- ab.
4. Kakek dari bapak al- jadd min jihat al-ab
5. Saudara laki-laki sekandung al-akh al-syaqig.
6. Saudara laki-laki seayah al-akh li al-ab.
7. Saudara laki-laki seibu al-akh li al-umm.
8. Anak laki-laki saudara laki- laki kandung ibnal-akh al-syaqiqg.
9. Anak laki-laki saudara seayah ibn al-akh li al-ab
10. Paman, saudara Bapak sekandung al-amm al-syaqiq
11. Paman seayah al-amm li al-ab
12. Anak laki-laki dari paman sekandung ibn al-amm al-syigaq
13. Anak laki-laki paman seayah ibn al-amm li al-ab
Adapun Ahli waris perempuan didasarkan kelompoknya ada 8 orang yaitu:
1. Anak perempuanal-ibnt
2. Cucu perempuan garis laki-laki bint al-ibn
3. lIbual-umm
4. Nenek garis Bapak al-jaddah min jihat al-ab

5. Nenek garis ibu al-jaddah min jihat al-umm

o

Saudara perempuan sekandung al-ukht al-syagigah
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7. Saudara perempuan seayah al-ukht li al-ab
8. Saudara perempuan seibu al-ukht li al-umm
F. Sebab-sebab Mewarisi
Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan
seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk
dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:
1. Hubungan kekerabatan (Al-garabah)

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor
penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi.
Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan
kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta
kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri
dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman
atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah
yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis
menyamping adalah sudara sekandung, seayah, saudara seibu dan
keturunannya.? Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam
kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian
darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris.®

2. Hubungan perkawinan (Al-mushaharah)
Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan,

tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami

2*Anshary, Op.,Cit, him. 25-26.
Ahmad Rofig, Op.,Cit, him. 43.
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menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan
perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan
pada dua syarat, yaitu:

a. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah
dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut
ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana
diatur dalam peraturan yang berlaku.

b. Perkawinannya masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi

suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercarai.
c. Sebab hubungan Al-Wala’

Hubungan al-wala’ adalah hubungan waris mewarisi karena
kekerabatan yang timbul kerena membebaskan budak yang melalui
perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada
hubungan darah. Hubungan wala’ sekarang ini hanya terdapat dalam
sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.

G. Halangan Untuk Menerima Warisan
Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat
menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi kerena adanya sebab atau
syarat mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak

waris.
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Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya

adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris
menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Ini
bedasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh
Ibn Majah dan At-Tirmizi “Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya
tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu”.?
Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda
pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang
kewarisan.

Menurut ulama Syafiyah berpendapat bahwa segala bentuk
tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya
menjadi penghalang untuk mewarisi. 2" Menurut ulama Hanafiyah
pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu
Pertama pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan
sebelumnya, Kedua pembunuhan mirip sengaja dengan menganiaya tetapi
tidak bermaksut membunuh, Ketiga pembunuhan karna khilaf yaitu
pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh, Keempat pembunuhan

dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh

menimpa dan yang tertimpa meninggal.

113.

%7ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.

?"Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Op.,Cit, him. 77.



27

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang
mewarisi yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan
tidak langsung yang disengaja.?® Sedangkan menurut ulama Hanabilah
pembunuhan yang dapat penghalang mewarisi yaitu pembunuhan sengaja,
mirip sengaja, kerena khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung dan
pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak
(anak kecil atau orang gila).

. Berlainan Agama

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan
sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasuslullah dari Usman bin Zaid,
diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn
Majah yanng telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak menerima
warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima
warisan dari seorang muslim.?® dari penjelasan hadis tersebut dapat
diketahui bahwa hubungan antara kekerabatan yang berbeda agama dalam
kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi sudah jelas
bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi.
Seseorang yang murtad termasuk orang yang tidak medapatkan warisan

dari keluarganya yang muslim.*

8 Ahmad Rofig, Op.,Cit, him. 33.
2°7ainuddin Ali, Op.,Cit, him. 112-113.
**Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Op.,Cit, hIm.79.
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3. Perbudakan
Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status

kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai
hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap mengurusi
harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, budak juga
dipandang sebagai harta milik tuannya. Sehinngga tidak dapat mewariskan
harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta yang ada pada
dirinya adalah milik tuannya.

4. Berlainan Negara

Berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah
apabila di antara ahli waris dan muarisya berdomisili di dua negara yang
berbeda kriterianya seperti berlainan menurut hukumnya, menurut
hakikatnya dan menurut hakikat sekaligus hukumnya. Menurut ulama
apabila negara sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi
penghalang mewarisi antara warga negaranya. Meskipun berlainan negra
tetapi sama-sama negara muslim pada hakikatnya satu, sebab negara
hanyalah wadah perjuangan yang masing-masing terikat oleh satu tali
persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim.
H. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Bagian-Bagian Yang Diterima.
Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris,
maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan,

yaitu :

1 Ahmad Rofig, Op.,Cit, him. 40.
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1. Ashabul furudh.
yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2/3,

1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8. Para ahli fara"id membedakan ashchabul-

furudh ke dalam dua macam vyaitu ashchabul-furudh is-sababiyyah dan

ashchabul-furudh in-nasabiyyah.

a. Golongan ashchabul-furudh is-sababiyyah adalah golongan ahli waris
sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan
ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).

b. Golongan Ashchabul-furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris
sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang
termasuk dalam golongan ini adalah :

1) Leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek.

2) Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek.

3) Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan
pancar laki-laki.

4) Saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara lakilaki
seibu.

5) Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara perempuan sekandung

dan saudara perempuan sebapak.

*>Otje Salman dan Mustofa Haffas.“Hukum Waris Islam”, (Bandung : PT Refika
Aditama,2002) him. 51.
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2. Ashabah.
yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi
mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul-furudh atau mendapatkan
semuanya jika tidak ada ashabul furudh. Para ahli fara"id membedakan
asabah ke dalam tiga macam vyaitu, ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair
dan ashabah ma “al ghair.

a. Ashabah binnafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan
Pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu sebagai berikut:

1) Leluhur laki-laki, yaitu Bapak dan kakek.

2) Keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu lakilaki.

3) Saudara sekandung/seBapak, yaitu saudara laki-laki
sekandung/seBapak.

b. Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang
lain Untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima
ushubah, yaitu:

1) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.

2) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki.

3) Saudara perempuan sekandung/seBapak yang mewaris bersama-
sama dengan saudara laki-laki sekandung/seBapak.

C. Ashabah maal-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan
orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak

berserikat dalam menerima ushubah, vyaitu saudara perempuan
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sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama
anak perempuan atau cucu perempuan.
3. Dzawil-arham.

Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam
golongan ashabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris
jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik bagian dari
syari’at Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah
(keimanan) seseorang yang tidak mendapatkan atau akan mendapatkan harta
waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau
kehendaknya dan tidak perlu meninta haknya. Begitu pula seseorang yang
akan mati suatu ketika tidak perlu direncanakan pembagian hartanya setelah
ia mati. Karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya.

Dalam pembagian waris banyak sekali perbedaan pendapat tentang
keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin dan hukum waris KUH
Perdata, menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni yakni
adanya Dzawil Furdl, Ashobah dan Dzawil Arham (lihat pasal 176-193 KHI),
kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak
mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat, wajibah, anak/orang tua

angkat, dan sebagainya.
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Sedangkan pembagian waris merupakan proses bagaimana pewaris

berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan

ditinggalkan kepada waris ketikaa pewaris itu masih hidup dan bagaimana

cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana

melaksanakan pembagian warisan kepada waris setelah pewaris wafat.*®

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan umum yang berisi

penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum waris, wasiat, hibah, anak

angkat dan Baitul Mal, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI

sebagi berikut:**

1.

Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada pengadilan
Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagainnya masing-

masing setelah diketahui jumlah harta yang ditingglkan oleh pewaris.

. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan

meninggal  berdasarkan  putusan pengadilan, beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.

Anak angakat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh

orang tua kandunganya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan

him. 95

*Haliman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993),

%*Deretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik

Indonesia, Himpunan Perundang-undangn Perkawinan, 2009, him. 276.
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keputusan pengadilan. anak angkat dalam KHI tidak berhak mendapatkan
warisan. Namun anak angkat hanya dapat dengan cara wasiat atau hibah
dalam KHI pasal 209 telah di jelaskan.

6. Baitul Mal adalah balai keagamaan, wasiat dan hibah dapat diberikan
kepada lembaga termasuk lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah
dan yayasan wasiat dan hibah.

J. Kewarisan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat
Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan juga
merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa yang sifatnya turun
temurun. sehinga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsa yang ada di
dunia memiliki tradisi adat kebiasaan, maka setiap bangsa memiliki adat
kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainya tidak sama.
adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu juga memiliki suatau
patokan bagi masyarakat adat dimana kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh
menjadi suatu aturan yang harus dijalankan dalam kegiatan adat.
sepertihalnya aturan waris dalam adat memiliki proses berbeda-beda yang
menjadi suatu aturan adat yang hingga sekarang ini masih berkembang di

Indonesia khususnya di daerah lampung.

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang
mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan
diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke

generasi berikutnya. Menurut Ter Hear dikatakan bahwa. “Hukum waris
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adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana
dari masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud
dan tidak merwujud dari generasi ke generasi”.35

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu: “Memuat
peraturan-peraturan  yang bmengatur proses meneruskan  serta
mengoperkan barang-barang hata benda dan barang-barang yang tidak
berwujud benda (immaterile goederen) dari suatu angkatan manusia
(generetie) kepada turunannya.*® Proses ini telah melalui dalam waktu
orang tua masih hidup. proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab
orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah
peristiwa penting bagi peoses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak
mempengaruhi secara radikal proses penurusan dan pengoperan harta
benda dan harta benda bukan tersebut.

Hukum adat waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan
harta kekayaan, baik yang materil maupun immateriil yang dapat
diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur cara,
dan proses peralihannya.

waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan
yang berlaku pada msyarakat yang bersangkutan, yang mungkin prinsip
patrilineal murni, patriliniel beraalih-alih (alternerend) matrilineal
mapupun bilateral (walaupun sukan ditegaskan dimana berlakunya di

Indonesia). ada pula prinsip unilateral berganda atau (dubbel-unilateral).

%Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Adzkiya Jurnal Hukum
Dan Ekonomi Syariah, Vol. 4 Nomor 1, him. 9.
%®30erjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 259.
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prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan
ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang
materiel maupun immateriel).’

Kajian tentang harta waris merupakan permasalahan umat Islam
yang selalu menggoncang sebuah keluarga. Masalah harta warisan
menjadi pemasalahan umat Islam bukan saja di masa kini, tetapi semenjak
masa pra-Islam. Di masa jahiliyah, kematian seorang anggota keluarga
selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga bahkan ada yang
sampai membunuh disebabkan harta warisan. Setelah Islam datang, dibuat
aturan secara rapi tentang apa yang disebutkan dengan harta peninggalan,
dan siapa yang berhak mendapatkan pembagian serta berapa kadar
pembagiannya.

. Dasar Hukum Waris Adat

Berkaitan dengan hukum kewarisan adat, terdapat tiga sistem
kewarisan adat, yaitu sistem individual, sistem kolektif, dan sistem
mayorat.

a. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana
para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta waris ini di bagikan
kepada ahli waris. sistem ini lazim dikalangan Jawa, Batak, Sulawesi dan

lain-lain.

71bid., him. 259-260.
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Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang
parental. atau yang sering di sebut sistem kekerabatan. Sebagaimana
dikalangan masyarakat Jawa, Batak atau dikalangan masyarakat lainya
yang masih kuat dipengaruhi hukum Islam, sepertihalnya di pantai-pantai
Selatan Lampung.*®
b. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif di mana para ahli waris secara kolektif
(bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi
pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, seperti halnya Minang
Kabau.

Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh
memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk
memakai, mengusahakan atau mengelolah dan menikmati hasilnya. Pada
umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur
tersebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka. Di
Ambon seperti seperti tanah Dati yang diurus oleh kepala Dati, dan
terhadap tanah kala kerun yang dikuasai oleh Tua Uternak. Yang mana
dimasa sekarang sudah dapat ditransaksikan atas persetujuan anggota
kerabatnya.

c. Sistem kewarisan Mayorat
Sistem kewarisan mayorat adalah pola kewarisan mayorat yang

mempunyai ciri-ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk menerima

%8Suhairi, Heti Susanti, Op.,Cit, him. 10-11.
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waris keseluruhan harta peninggalan. Pola kewarisan mayorat dapat dilihat
pada masyarakat patrilineal yang beralih-alih Bali (hanya mayorat anak
laki-laki tertua), dan di tanah Sumendo Sumatra Selatan (hanya mayorat
anak perempuan tertua). Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua
macam,™ vaitu:
1) Mayorat anak laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris
meninggal atau atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan
ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
2) Mayorat anak perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris
meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah
Semendo.

Sistem kewarisan yang bersifat individual ataupun kolektif maupun
mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu berlangsung menunjuk kepada
bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem
kewarisan yang individual bukan saja ditemukan dalam masyarakat yang
bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilinieal
seperti tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu di sana sini mungkin pula
menjumpai sistem mayorat dan sistem kolekif yang terbatas; demikian juga
sistem mayorat. Selain dalam masyarakat patrilinieal yang beralih-alih di
Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di

Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu

bid., him. 22.
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malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di

Minahasa, Sulawesi Utara.*

*Soerjono Soekanto, Op.,Cit, him. 261.



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Balimbing, Kecamatan Natal,
Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan
November 2020 sampai bulan Mei 2021.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (Field
Research) yang bersifat kuallitatif yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data
di lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang
akan diteliti.
C. Sumber Data
Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.
Data yang diteliti dalam pnelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ada 2
jenis, antara lain** :
1. Sumber Data Hukum Primer
Data primer merupakan data yang diproleh langsung dari sumber
pertama.42 Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara
langsung kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi pembagian harta
waris dengan menggunakan hukum adat Sumando yang dimana adat ini

dalam hal pembagian harta waris lebih condong ke perempuan.

1| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), HIm. 192.

*Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2010), him. 30.
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2. Sumber Data Hukum Sekunder
Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data
primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel
yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian
yang berwujud laporan dan lain sebagainya.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode
pengumpulan data sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data
yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis
terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.** Dengan observasi partisipan
ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai
mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.** Adapun
yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan pembagian harta waris di
Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan
data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

*Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2005), him. 70.

*Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), him. 227.
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mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.
Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara interviewer
dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan. *
Wawancara guna untuk memproleh data tentang pembagian harta wrisan
di Desa Balimbing, adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung
adalah dengan sumber data yaitu pemerintahan desa Balimbing, tokoh adat
dan masyarakat desa Balimbing.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan
data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode
dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis
yang dalam hal ini adalaha berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
agenda, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah
pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-
dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat
memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
2) Dokumen interview dengan masyarakat, tokoh adat (hatobangon),

pemuka agama (alim ulama) di Desa Balimbing.

**p. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT.
Bhineka Cipta, 2004), him. 39.
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E. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu
penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan objek
sesuai dengan apaadanya dan sering disebut dengan penelitian non
eksperimen.

Maka proses atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis
data kualitatif dalam bentukdeskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti
tidak melakukan manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini
adalah menggambarkan secara sistematik fakta dan karakteristik objek atau
subjek yang diteliti secara tetap.*®

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.*” Metode analisis data menggunakan
teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggamabrkan secara sistematis
mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari
hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan anatara temuan dan teori.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta
menyingzxsxxxzscvkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan

pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori,

*® Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2003), Hal. 157-158.

*'Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2003), hal. 244.
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seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat

dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.*® Adapun proses analisis

data dalam penelitian ini adalah :

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi,
dokumen resmi dan gambar.

2. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagaian terkecil yang ditemukan
data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah
penelitian. Yakni memeriksa kelengkpan dan untuk mencari kembali
yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.

3. Menyusun data dalam satuan yaitu menyususn data menjadi suatu
susunan kalimat yang sistematik.

4. Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari
hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan
jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberika peneliti.

5. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan
valid (benar)

6. Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna
atau gambaran yang sesungguhnya.

Penarikan kesimpulan yakni merangkum pembahasan data menjadi

beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.

“®Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), him. 358.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Balimbing
1. Kondisi Geografis
a. Letak, Luas dan Batasa Desa Balimbing.
Desa Balimbing terletak diwilayah Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal, jarak Desa Balimbing ke Ibukota Kecamatan 10 km
dan jarak dari ibukota Kabupaten 97,8 km.*
Luas wilayah Desa Balimbing adalah 216,28 Ha. Dengan batas
wilayah sebagai berikut:
Sebelah barat : Desa Bonda Kase
Sebelah timur : Desa Sijantung
b. Struktur Organisasi
Dalam struktur pemerintahan di Desa Balimbing Kecamatan
Natal Kabupaten Mandailing Natal. Di pimpin oleh Kepala Desa.
Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris
Desa dan Kepala Urusan (Kaur). Adapun sususan pemerintahan Desa
Balimbing tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel |

Struktur Pemerintahan Desa Balimbing

No Jabatan Nama

1 Kepala Desa Saparuddin Nasution

*Keterangan dari Bapak Saparuddin Nasution, Kepala Desa Balimbing, 26 Maret 2021.
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2 Sekretaris Desa Luli Heriyanti Nasution
3 Bendahara Suriani Lubis

4 Kaur Masyarakat Misdar Lubis

5 Kaur Pemerintahan Sudirman

6 Kaur Pembangunan Safaruddin Lubis

7 Kasi/Kaur Solihuddin Nasution

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing Tahun: 2021

Desa Balimbing terdiri dari KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah

Penduduk 1.986 jiwa. Terdiri dari 982 orang laki-laki dan 1.004 orang

perempuan.

Tabel 11

Daftar Jumlah Penduduk Desa Balimbing

Desa/Keluraha Jumlah Penduduk

Laki-laki Perempuan

Balimbing 1.986

982 1.004

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing Tahun: 2021

2. Perekonomian Masyarakat Desa Balimbing

Sumber mata pencaharian pokok masyarakat Desa Balimbing

yaitu sebagian besar sektor pertanian. Tanaman pertanian yang di

budidayakan di Desa Balimbing mayoritas tanaman musiaman seperti

sawit, padi, jagung dan sayur-sayuran. Adapun tanaman jangka panjang

yaitu kelapa.
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Tabel 111

Daftar Jumlah Pekerjaan Masyarakat Desa Balimbing

No Jenis Pekerjaan Jumlah
1 | Petani 239
2 | PNS 3
3 | Bidan 3
4 | TNI/POLRI 1
5 | Angkutan (Supir) 7
6 | Tukang 5
7 | Dagang 5
8 | Security/Satpam 4

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing
Tahun: 2021

3. Keadaan Sosial

Dalam hal tingkat kesejahteraan Masyarakat di Desa Balimbing,
kesenjangan ekonomi masyarakat tersebut masih di dominasi oleh
keluarga menengah ke bawah.

Dari segi pendidikan di Desa Balimbing masih sangat
memprihatinkan, hal ini dikarenakan masih banyak yang putus sekolah
pada tingkat sekolah menenga atas (SMA) dan kebanyakan pendidikan di
Desa Balimbing hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA), hanya

sedikit yang melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi.
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Daftar Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Balimbing

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 | Sarjan (S1) 6
2 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 32
3 | Sekolah Menengah Pertema (SMP) 48
4 | Sekolah Dasar (SD) 61

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing Tahun: 2021

Dari segi agama atau kepercayaan Penduduk Desa Balimbing

seluruhnya beragama Islam. Untuk jelasnya, berikut dikemukakan tabel

keadaan penduduk dan penganut agama :

Tabel V

Daftar Jumlah Pemeluk Agama Desa Balimbing

Desa/ Jumlah Islam Kristen Kristen | Hindu | Buddha
Kelurahan | Penduduk Protestan Katolik
Balimbing 1.986 1.986 - - - -

Sumber Data: KUA Kecamatan Mandailing Natal Tahun: 2021.
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B. Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Balimbing,
Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.
1. Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing.
Masyarakat Desa Balimbing adalah masyarakat yang menganut
adat sumando, yang secara prinsipil memiliki persamaan dengan adat
sumando yang ada di Minangkabau. Adat sumando yang ada di Desa
Balimbing memiliki ciri tersendiri dengan segala bentuk adatnya, berbeda
dengan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Oleh karena itu adat
yang dianut oleh masyarakat Desa Balimbing ini dapat disebut juga
dengan adat Sumando rantau Minangkabau. Sebagai bentuk adat yang
bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang
esensial dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat Desa
Balimbing, sebab pada kaum ibulah berpusatnya sistem kekeluargaan.>
Di dalam masyarakat adat Desa Balimbing, perempuan selalu
ditinggikan derajatnya, karena di dalam islam juga dikatakan bahwa
hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Maka masyarakat
Desa Balimbing mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan
dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan. Selain itu, dalam
mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan
mempergukan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh,
apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta

warisan tersebut akan mdah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang

%K asran, Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranah/Nagari
Nata, (Natal: 2000), him. 60.



49

sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam
memberikan sebagain harta yang diperolehnya dari warisan tersebut
kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum
perempuanlah yang yang bertugas mengawasi harta pusaka dalam arti
yang luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-mena
terhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh
pihak laki-laki (mamak).

Di dalam pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga
di dalam masyarakat yang ada di Desa Balimbing, dilaksanakan
berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan.
Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki
berhak atas warta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah
dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang
maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak
perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan
tersebut.

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Desa Balimbing,
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Dalam prakteknya
pembagian harta warisan kebanyakan menggunakan hukum waris adat.
Hukum waris adat ialah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas,
tidak termasuk hukum syara’ (agama). kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh

seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peratuan warisan nenek
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moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari
tuhan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saparuddin
Nasution kepala Desa Balimbing, beliau memaparkan:
“Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Balimbing,
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. menggunakan sistem
adat yang berasal dari nenek moyang yang secara turun temurun di
pakai di desa ini.”*
Senada halnya dengan Ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa
Balimbing mengatakan bahwa :
“kebanyakan masyarakat Desa Balimbing menggunakan sistem
waris adat dalam hal pembagian harta warisan dan masih kurang
masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta warisan
ke pengadilan agama”™
Berdasarkan hasil interview yang menunjukkan masih banyaknya
masyarakat Islam Desa Balimbing yang menggunakan pembagian warisan
secara adat. Ini disebabkan, jauh sebelum datangnya Islam di Desa
Balimbing, Masyarakat di Desa Balimbing telah memiliki pedoman hidup,
aturan-aturan dan tata kehidupan. Di dalamnya dimuat tata nilai yang
mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Tata nilai

tersebut ditaati sehingga penyelesaian masalah kewarisan dapat

diselesaikan secara kurtular dan secara kekeluargaan.

*'Wawancara dengan bapak Saparuddin Naasution kepala Desa Balimbing, 26 Maret
2021.

S2\Wawancara dengan ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa Balimbing, 26 Maret
2021.
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2. Cara Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Balimbing.
a. Bagian anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris
dibandingkan anak laki-laki.

Dalam cara pembagian harta waris di Desa Balimbing peneliti
menanyakan mengenai bagaimana cara menentukan bagian ahli waris
yang mana anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan
dibanding anak laki-laki, kepada Bapak Zainal Amri Hatobangon di
Desa Balimbing, beliau mengatakan:

“Di Desa Balimbing dalam hal menentukan pembagian harta

waris yaitu anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta

waris dibandingkan anak laki-laki. Apabila pewaris meninggal
maka harta yang ditinggalkan seperti rumah, maka rumah itu
akan ditempati anak perempuan yang paling kecil.”>®

Hal senada disampaikan Bapak Agusman beliau mengatakan
bahwa:

“Di Desa Balimbing dalam hal menentukan pembagian harta
warisan yaitu memakai adat sumando yang bersipat matrilineal,
yakni anak perempuan mempunyai kedudukan yang istimewah
dalam pandangan adat dari pada anak laki-laki. Begitupula
dalam pembagian harta warisan perempuan lebih diistimewakan
dibandinkan anak laki-laki.”>

Pembagian harta warisan lebih banyak bagian anak perempuan
daripada anak laki-laki pada masyarakat di Desa Balimbing terjadi pada

keluarga Adninsyah Rangkuti dengan rincian ahli waris serta tirkah atau

harta warisan. Tirkah atau harta yang ditinggalkan berupa sebidang

S%Wawancara dengan Bapak Zainal Amri Hatobangon, 26 Maret 2021.
**Wawancara dengan Bapak Agusman, 26 Maret 2021.
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tanah beserta bangunannya, dijual seharga sebesar Rp. 150.000.000. Ini

dibagikan secara hukum Adat atau kebiasaan, dengan hasil pembagian

sebagai berikut:

Tabel Pembagian Harta Waris

No Ahli Waris Bagian Harta Waris
1 | Adninsyah Rangkuti Rp. 25.000.000.
2 | Herman Rangkuti Rp. 25.000.000.
3 | Nur Laini Rangkuti Rp. 50.000.000.
4 | Linda Rangkuti Rp. 50.000.000.

mengutamakan anak perempuan

Dalam hal pembagian harta warisan di Desa Balimbing

sebagai

pewaris yang paling

diutamakan, dari masing-masing ahli waris yang ada. Dikarenakan

masyarakat desa Balimbing dalam hal pembagian harta waris dengan

menggunakan adat Sumando yaitu adat yang mengatur alur garis

keturunan dari pihak ibu.

b. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang

Sama.

Dalam masalah kasus pembagian harta waris di Desa Balimbing

tidak hanya menggunakan adat yang berlaku di masyarakat tersebut,

tetapi peneliti juga menemukan ada beberapa masyarakat dalam

pembagian harta waris yang mana anak laki-laki dan anak perempuan

mendapatkan harta waris dengan jumlah yang sama, cara pembagian
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harta waris ini sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan yang
mana dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan antara ahli waris,
agar tidak ada perselisihan antara ahli waris, sebagaimana hasil
wawancara peneliti dengan Bapak Zainal Amri sebagai Hatobangon di
Desa Balimbing, beliau mengatakan:

“Dalam pembagian harta waris di desa Balimbing tidak hanya
menggunakan adat yang berlaku pada masyarakat, ada juga
sebagian masyarakat dalam hal pembagian harta waris yang
mana anak laki-laki dan anak perempuan sama bagiannya dalam
mendapatkan harta waris. Namun cuman sebagian kecil yang
ditemukan kasus seperti ini.”*

Pembagian harta warisan sama bagian anak perempuan dengan
anak laki-laki pada masyarakat di Desa Balimbing terjadi pada keluarga
Bapak Zainal Amri Lubis dengan rincian ahli waris serta tirkah atau
warisan yang ditinggalkan adalah berupa tanah beserta bangunan seluas
1.5 hektar = 15.000 m? yang terletak di Desa Balimbing, dengan hasil

pembagian sebagai berikut:

Tabel Pembagian Harta Waris

No Ahli Waris Bagian Harta Waris
1 | Roslaini Lubis 2,500 m?
2 | Rosliannur Lubis 2,500 m?
3 | Mariannur Lubis 2,500 m?
4 | Zainal Amri Lubis 2,500 m?
5 | Roimannur Lubis 2,500 m?

>*Wawancara dengan Bapak Zainal Amri Hatobangon, 26 Maret 2021.
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6 | Dahliannur Lubis 2,500 m?

Melihat paparan di atas menujukkan bahwasanya dalam
pembagian harta waris masyarakat di Desa Balimbing tidak hanya
menggunakan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut,
tetapi ada juga ditemukan sebagian kecil masyarakat di Desa Balimbing
dalam cara pembagian harta waris sama rata bagian antara ahli waris
yang mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan sama
bagiannya, cara pembagian harta waris seperti ini dilakukan agar tidak
ada perselisihan antara ahli waris.

Pembagian waris secara hukum Islam di Desa Balimbing.

Terkait pembagian harta waris di desa Balimbing peneliti
menemukan bahwa pembagian harta waris ada beberapa masyarakat
yang menerapkan pembagian harta warisan sesuai dengan tradisi yang
sudah turun-temurun ada di desa Balimbing, ada juga yang
pembagiannya disamakan antara bagian harta waris anak perempuan
dan anak laki-laki.

Peneliti juga menemukan bahwa pada masyarakat di desa
Balimbing ada beberapa keluarga yang menerapkan syariat Islam dalam
hal pembagian harta waris, hal ini dikarenakan faktor pendidikan yang
lebih tinggi dibanding masyarakat awam biasanya yang jenjang
pendidikannya hanya sebatas tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dan keluarga tersebut paham atas aturan-aturan dalam pembagian harta




55

waris secara hukum Islam. Hal ini hanya sedikit dijumpai di desa
Balimbing.

Pembagian harta warisan secara Islam pada masyarakat di Desa
Balimbing terjadi pada keluarga Nasrin Tanjung dengan rincian pewaris
dan ahli waris sebagai berikut:

Mariannur Lubis (Pewaris)
Nasrin Tanjung (duda/suami pewaris)

Marianun Tanjung (anak perempuan pewaris)
Nasran Tanjung (anak laki-laki pewaris)

Tirkah atau warisan yang ditinggalkan berupa tanah beserta
bangunan, yang terjual seharga Rp. 85.000.000. Hasil pembagian
sebagai berikut:

Tabel Pembagian Harta Waris

No Ahli Waris Bagian Harta Waris

1 | Nasrin Tanjung (duda/suami pewaris) Rp. 53.125.000

2 | Marianun Tanjung (anak perempuan | Rp. 10.625.000
pewaris)

3 | Nasran Tanjung (anak laki-laki pewaris) | Rp. 21.250.000

Jumlah Rp. 85.000.000

3. Alasan Ahli Waris Perempuan Lebih Banyak Mendapatkan Harta
Warisan Dibanding Anak Laki-Laki.
Dalam hal pembagian harta warisan di Desa Balimbing
mengutamakan anak perempuan sebagai pewaris yang paling
diutamakan, dari masing-masing ahli waris yang ada. Dikarenakan

masyarakat desa Balimbing dalam hal pembagian harta waris dengan
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menggunakan adat Sumando yaitu adat yang mengatur alur garis
keturunan dari pihak ibu.

Dalam pembagian harta waris di Desa Balimbing peneliti
menanyakan mengenai alasan kenapa ahli waris perempuan lebih
banyak mendapatkan harta warisan dibanding anak laki-laki, kepada
Bapak Zainal Amri Hatobangon di Desa Balimbing, beliau
mengatakan:

“Apabila pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah
maka yang menempati rumah dan mengelolah tanah tersebut anak
perempuan. Ini disebabkan karena anak perempuan yang memiliki
peranan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurus urusan
rumah tangga, apalagi anak perempuan yang paling berperan penting
apabila orang tuanya sakit dibandingkan anak laki-laki, selain itu alasan
anak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan
dibanding anak laki-laki, karena jauh sebelum orang tuanya meninggal
anak laki-laki telah lebih banyak memperoleh bagian harta sebelum
pembagian harta warisan karena orang tuanya telah membiayai anak
laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan, baik itu berupa
pendidikan dan pernikahan yang pembiayaannya berasal dari harta
orangtuanya, sementara anak perempuan tidak memperoleh pendidikan
yang tinggi, dan karenanya ia tidak memperoleh penghasilan yang
memadai.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak zainal amri,
bahwa masyarakat desa balimbing menganut kekerabatan matrilineal,
dibalik sistem kekerabatan matrilineal ada alasan mengapa anak
perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris dibanding anak laki-
laki, kerena anak perempuan lebih berperan penting dalam sehari-hari

untuk mengurus urusan rumah tangga.

*®Kasran, Op.Cit., him. 47.
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C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris
Masyarakat Muslim di Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten
Mandailing Natal.

Perbedaan yang mendasar antara pembagian waris Adat dengan
Islam yang terjadi di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten
mandailing Natal, jika pembagian menggunakan hukum adat adalah
berasal dari sistem kekeluargaan sehingga pembagian diantara ahli waris
laki-laki dan perempuan tergantung adat yang berlaku di daerah tersebut,
yaitu Adat Sumando yang mana dalam hal pembagian harta warisan
kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Akan tetapi
dalam pembagian harta waris di desa Balimbing selalu dengan cara
musyawarah dan kesepekatan antara ahli waris.

Bila ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Islam pada Bab Il
Besarnya Bahagian Pasal 183 yang menjelaskan para ahli waris dapat
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah
masing-masing menyadari bagiannya. Penjelasan pasal tersebut sangat
jelas bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian harta waris
itu sangatlah dimungkinkan, setelah masing-masing ahli waris menyadari
bagiannya

Berkaitan dengan asas perdamaian dalam membagi harta warisan
adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur

yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan Al-Hadits dan kemungkinan
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menyalahi ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris yang telah
ditetapkan dalam Al-Qur’an.

Penerapan asas perdamaian dalam membagi harta warisan dapat
dilakukan atau diterapkan dalam kondisi ada sengketa ataupun dalam
keadaan tidak ada sengketa tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan
kemanusiaan Penerapan asas perdamaian dalam menyelesaiakan sengketa
kewarisan, pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad saw.

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. sedang beristirahat
bersama istrinya bemama Ummu Salamah di rumahnya yang
berdampingan dengan masjid di Madinah, kedengaran olehnya suara orang
bertengkar di depan rumahnya Rasulullah saw lalu melihat keluar ternyata
di situ terdapat dua orang yang sedang bertengkar dan mengaku bersaudara
kandung Mereka memohon kepada Rasulullah saw. untuk menyelesaiakan
sengketa antara mereka berdua tentang pembagian harta warisan
peninggalan orang tua mereka berdua yang sudah lama meninggal
sedangkan sebagian harta itu telah habis digunakan Namun tidak ada saksi
siapa di antara mereka berdua yang lebih banyak menghabiskannya
sehingga oleh karena itu antara keduanya saling menuduh bahwa pihak
lawannyalah yang lebih banyak menghabiskannya. Mendengar bunyi
kasus tersebut Rasulullah saw. Bersabda
“Sesungguhnya aku ini, manusia biasa, sama seperti kalian dan kalian
datang kepadaku membawa sengketa ini. Salah seorang dari kalian berdua
barangkali lebih lihai berbicara (sehingga mungkin ia memutar balikkan
fakta) dibanding dengan pihak yang lain sedangkan ikut mamutuskan

perkara hanya berdasarkan apa yang saya dengar itu. Oleh karena itu ada
kemungkinan pihak yang lebih lihai berbicara itu yang saya menangkan
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berdasarkan keterangan yang saya dengar itu padahal pada hakikatnya ia
harus kalah). Maka barang siapa yang akumenangkan dan kemudian
mengambil sesuatu yang pada hakekatnya bukan haknya, itu samahalnya
dengan aku memberikan kepadanva sepotong api neraka”.

Dua orang laki-laki bersaudara itu terkesan dan menangis
mendengar perkataan Rasulullah saw. itu Lalu satu sama lain saling
berkata "Hak milikku adalah hak milikmu" Melihat kesadaran kedua belah
pihak tadi, Rasulullah saw bersabda "Kalau begitu, maka berbauilah di
antara kalian berdua, insafilah kebenaran dan saling merelakanlah™ (H R
Abu Daud).”’

Memahami hadis tersebut di atas. kaitannya dengan penerapan
asas perdamaian dalam membagi harta warisan, maka dapat disimpulkan
bahwa keutamaan berdamailah yang ditonjolkan oleh Rasulullah
Muhammad saw dengan penyampaikan ajakannya yang sangat bijaksana
sehingga kepada dua orang yang bersengketa berdamai Dan sebaliknya
betapa mulia hati kedua orang yang bersaudara tersebut dengan segala
kerelaan hati mereka menerima ajakan Rasulullah Muhammad saw untuk
berdamai.

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal
dikalangan ulama Fikih, perdamaian tersebut dalam faraidh dikenal
dengan istilah takharuj yang bererti keluar, dan secara terminologi biasa

dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris

>"H. Satria Effendi M. Zein. Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer: Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah (Cel. I. Jakarta kencana. 2004). him 294.
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yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan
bagiannya untuk ahli waris yang lain.*®

Pada prinsipnya pola takharuj ini merupakan bentuk perjanjian
perdamaian diantara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah
satu ahli waris untuk tidak menerima bagiannya atas harta warisan dengan
diganti haknya dalam bentuk yang lain seperti dalam bentuk uang atau
bahkan sama sekali tidak menerima karena kerelaannya untuk diberikan
pada ahli waris yang lain.

Perdamaian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ishlah.
Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dalam pola
ishlah dan musyawarah tersebut sangat bervariatif, tidak memakai
prosentase dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekhawatiran
ahli waris tidak melaksanakan syari’at agama sebab rasa keberagaman
mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya. Akan tetapi mereka merasa
sudah melaksanakan ishlah dan sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan
keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena ishlah juga
diajarkan dalam syari’at Islam. Pola tersebut disebut dengan faraidh ishlah
dari pola tersebut melahirkan sebuah kaidah al-ishlah sayyid al-hukm.

Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan ishlah
tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: “Para ahli waris
dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,

setelah menyadari bagiannya masing-masing”. Kata ishlah jika dilihat

8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana. 2008), him. 297.
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secara termnologi maka maknanya adalah suatu akad yang menghasilakan
perdamaian, selanjutnya Sayid Sabiq menjelaskan sebagai berikut: Ishlah
menurut Syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu
persengketaan antara dua orang (pihak) yang saling bersengketa, dan dua
orang (pihak) yang melakukan akad itu disebut dengan mashalih, yaitu
satu orang (pihak) yang saling melakukan ishlah.

Dalam Ensiklopedi Indonesia di jelaskan bahwa ishlah
merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk
melalukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai dan
dapat berguna dalam keluarga, pengadilan dan lain-lain.> Itulah sebabnya
ishlah dapat dinilai sebagai prilaku manusia yang terpuji. Subekti
menyebutnya dengan istilah dading atau compromis adalah suatu
perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri
suatu perkara, dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan hak-hak
atau tuntutannya.®

Jika kita tarik dalam hukum adat di desa Balimbing yang
menggunakan kesepakatan yaitu budaya patuek atau kepatutan yaitu,
cocok, sesuai, pantas atau patut. Yang mengandung makna bahwa
sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal
(al-urf) yaitu sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi
tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan

meninggalkan atau bisa juga disebut adat, yang juga diakadomir dalam

1496.

**Hassan Sadily, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982), him.

%9Sybekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa. 1987), him. 172.
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Islam. Di dalam kamus IImu Ushul Figih urf secara etimologi berasal dari
kata ‘arafah, yu'rifu yang sering diartikan dengan al-ma ruf dengan arti
sesuatu yaang dikenal. Uruf adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan
merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun
perbuatan atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat
saja bersanding dengan hukum islam.®

Jadi, pandangan hukum islam terhadap pembagian harta warisan
pada masyarakat Islam di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal sesuai dengan hukum Islam, karena inti dari pembagian
harta warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para
ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak ada

perselisihan dari para ahli waris dan terciptanya harmoni antara ahli waris.

®1Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Op.,Cit., him. 333.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di desa
Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pembagian
harta warisan umumnya dilaksanakan secara hukum adat. Dan dalam cara
pembagian harta waris di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal, ada tiga cara yaitu:

a. Bagian anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris
dibandingkan anak laki-laki.

b. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang
sama.

c. Pembagian waris secara hukum Islam di Desa Balimbing.

Pada umumnya cara pembagian harta waris di desa balimbing yaitu
bagian harta waris lebih banyak didapatkan oleh anak perempuan
dibanding anak laki-laki. Ini disebabkan karena anak perempuan yang
memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurus
urusan rumah tangga, apalagi anak perempuan yang paling berperan
penting apabila orang tuanya sakit dibandingkan anak laki-laki, selain itu
alasan anak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan

dibanding anak laki-laki, karena jauh sebelum orang tuanya meninggal
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anak laki-laki telah lebih banyak memperoleh bagian harta sebelum
pembagian harta warisan karena orang tuanya telah membiayai anak laki-
laki lebih banyak dibanding anak perempuan, baik itu berupa pendidikan
dan pernikahan yang pembiayaannya berasal dari harta orangtuanya,
sementara anak perempuan tidak memperoleh pendidikan yang tinggi, dan
karenanya ia tidak memperoleh penghasilan yang memadai.

2. Jadi, pandangan hukum islam terhadap pembagian harta warisan pada
masyarakat Islam di Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten
Mandailing Natal, sesuai dengan hukum Islam, karena inti dari pembagian
harta warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para
ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak ada
perselisihan dari para ahli waris dan terciptanya harmoni antara ahli waris.

B. Saran
Dalam tradisi pembagian harta waris pada masyarakat muslim di desa

Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, hendaknya dibagi

secara hukum Islam yang tertulis pada ayat Al-Qur’an yang mengatur tentang

masalah kewarisan.
Dan Kepada para pemuka agama agar memberi pengetahuan kepada
para masyarakat muslim di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten

Mandailing Natal, tentang sistim pembagian warisan yang benar dimata

hukum dan dimata agama.
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DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak Saparuddin Nasution Kepala Desa Balimbing
dan Ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa Balimbing.
Mengenai bagaimana sistem pembagian harta warisan masyarakat muslim

di desa Balimbing?

2. Wawancara dengan bapak Zainal Amri Hatobangon desa Balimbin dan
bapak Agusman Masyarakat desa Balimbing.
Bagaimana cara pembagian Harta warisan masyarakat Muslim di desa

Balimbing?

3. Wawancara dengan bapak Zainal Amri hatobangon desa Balimbing.
Apa alasan kenapa ahli waris perempuan lebih banyak mendapatkan harta

waris disbanding anak laki-laki?

Apakah ada pihak yang merasa kurang adil dalam pembagian harta

warisan secara adat?

4. Wawancara dengan ibu Dahliannur Lubis masyarakat desa Balimbing.
Mengenai pembagian harta warisan secara rata bagian anak laki-laki dan

perempuan?

5. Wawancara dengan Nasran Tanjung masyarakat desa Balimbing.
Mengenai sebagian kecil masyarakat menggunakan secara islam dalam

pembagian harta warisan?

6. Wawancara dengan bapak Zuanda selaku alim ulama desa Balimbing.
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Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta

warisan masyarakat Muslim desa balmbing?
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Foto Wawancara Dengan Bapak Saparuddin Nasution Kepala Desa Balimbing

oy
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Foto Wawancara Dengan Ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa Balimbing
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Foto Wawancara Bersama Dengan Masyarakat Balimbing
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